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ABSTRAK

Dasar Pembentukan Perda: pengelolaan keuangan
daerah merupakan bagian dari sistem pengelolaan
keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk
mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,
manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan maka diperlukan
pengaturan secara menyeluruh, Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Pembentukan Perda: Pasal 18 ayat (6)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut:
Ketentuan Umum;

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Pelaksanaan dan Penatausahaan;

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Kekayaan Daerah dan Utang Daerah;

Badan Layanan Umum Daerah;

Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah;



Informasi Keuangan Daerah;
Pembinaan dan Pengawasan;
Ketentuan Penutup;

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan 23 Desember 2020.
Penjelasan, 37 hlm.



